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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh
pengeluaran pemerintah dan upah minimum regional terhadap tingkat partisipasi
angkatan kerja di Kota Makassar. Data yang digunakan adalah periode 2005-
2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di
Kota Makassar, sedangkan upah minimum regional berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap TPAK.
.
Kata kunci: Pengeluaran pemerintah, UMR, TPAK, Makassar
PENDAHULUAN
Telah menjadi rahasia umum bahwa permasalahan yang di hadapi oleh
kebanyakan negara sedang berkembang adalah masalah penduduk dan lapangan
kerja. Dimana terdapat jumlah penduduk yang besar dengan lapangan pekerjaan
yang terbatas sehingga tidak mampu menampung secara keseluruhan angkatan
kerja yang tersedia. Hal seperti ini tentunya akan meningkatkan pengangguran
yang akan menjadi beban negara pada akhirnya.
Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam kegiatan perekonomian
Sebagai sarana dalam suatu kegiatan ekonomi seperti produksi, tenaga kerja
dianggap lebih penting daripada sarana produksi lainnya seperti bahan mentah
dan sebagainya. Tidak semua penduduk merupakan tenaga kerja, hanya
penduduk yang telah mencapai umur minimum tertentu baru bisa dianggap
sebagai tenaga kerja potensial atau angkatan kerja. Selain itu, tidak semua tenaga
kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Perekonomian yang berkembang pesat tidak hanya merupakan jaminan
yang baik terhadap sulitnya mencari kerja dikalangan tenaga kerja. Akan tetapi,
juga sangat penting untuk dapat menyerap tenaga-tenaga kerja baru yang setiap
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tahunnya memasuki pasaran kerja. Kurangnya kesempatan kerja yang dapat
disediakan oleh pemerintah dengan jumlah angkatan kerja yang semakin lama
semakin bertambah, menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja secara
keseluruhan.
Tidak hanya terbatas pada cakupan negara saja, permasalah tentang
penduduk dan tenaga kerja juga dialami oleh setiap daerah. Kota Makassar yang
merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat juga
tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja, seperti  penyerapan tenaga kerja,
sampai pada seberapa besar tingkat partisipasi angkatan kerjanya dalam kegiatan
ekonomi. Maka dari itu penanganan yang tepat terhadap penduduk dan tenaga
kerja ini haruslah tepat.
Pemerintah selaku fasilitator serta pengawas tentunya akan menyediakan
lapangan kerja serta akan mengawasi produk/kebijakan yang dikeluarkannya.
Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari kebijakan
fiskal (Sadono Sukirno,2000:346) yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur
jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan
pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Yang salah satu tujuannya yaitu untuk
menstabilkan kesempatan kerja.
Selanjutnya, pemerintah tidak hanya memberikan wadah berupa lapangan
pekerjaan tetapi juga harus mengawal setiap kegiatan ekonomi tersebut. Seperti
dengan memperhatikan tingkat upah yang diperoleh tenaga kerja, yang
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK). Upah merupakan faktor yang dianggap penting karna upah
merupakan penyebab sebagian dari tenaga kerja untuk masuk atau tidak ke pasar
tenaga kerja. Jika tingkat upah tinggi masyarakat akan semakin banyak masuk ke
dalam pasar tenaga kerja yang akan meningkatkan pula tingkat partisipasi
angkatan kerja, dan begitu pula sebaliknya.
TINJAUAN PUSTAKA
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Simanjuntak  (1985 :7) tingkat partisipasi angkatan kerja adalah
perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja dalam
kelompok yang sama. TPAK digunakan untuk mengindikasikan besaran
persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu
negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula
pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang
dan jasa dalam suatu perekonomian.
Menurut Sony Sumarsono (2003:86) salah satu faktor yang mempengaruhi
besarnya TPAK adalah kegiatan ekonomi. Di mana belanja modal yang dilakukan
oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, dengan tujuan
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Program pembangunan disatu pihak
menuntut keterlibatan banyak orang, dan dipihak lain program pembangunan
menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil
pembangunan tersebut yang dinyatakan dalam peningkatan tingkat partisipasi
angkatan kerja. Jadi, semakin bertambah kegiatan kegiatan ekonomi semakin
besar pula TPAK suatu daerah/wilayah tersebut.
Pengeluaran Pemerintah
Menurut Mangkoesoebroto (2008,169) pengeluaran pemerintah men-
cerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu
kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah
mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.
Tingkat Upah
Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga kerja No. 13 tahun
2000, Bab I, pasa l, ayat 30 : “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau
akan dilakukan.
Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam pasar tenaga kerja
maka semakin banyak orang yang tergolong dalam usia kerja lebih cenderung
untuk masuk ke dalam golongan ankatan kerja dibandingkan untuk masuk ke
dalam golongan bukan angkatan kerja. Dan hal ini berpengaruh pada
meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, digunakan metode komparatif dan kuantitatif, yaitu
membandingkan suatu permasalahan dan menganalisis data dan hal-hal yang
berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus perhitungan yang
digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini
menggunakan analisis linear berganda dengan data runtut waktu (time series).
Untuk menguji bisa atau tidak regresi tersebut digunakan dan untuk menguji
hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan pengujian statistik, sebagai berikut:
Y = f (X1, X2)
Y = β0+β1X1+β2 X2+eµ
Keterangan:
Y1 = Partisipasi Angkatan Kerja
X1 = Pengeluaran Pemerintah
X2 = UMR
β0 = Bilangan Konstanta
β1 = Koefisien Pengeluaran Pemerintah
β3 = Koefisien UMR
µ  = Error Term
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis melalui program SPSS 21 dengan metode










UMR -.177 2.373 .049
R-Squared = .873
Adjusted R-Squared =   .837
Durbin-Watson Statistic =   1.629
F-Statistic =   24.060
Hasil penelitian pada tabel tersebut menjelaskan bahwa secara statistik
pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan (nilai sig .001 < taraf signifikansi
5%) dan berpengaruh positif (nilai koefisien estimasi bernilai positif 0.599)
terhadap TPAK. Sementara upah minimum regional (UMR) berpengaruh signifikan
(nilai sig .049 < taraf signifikansi 5%) dan berpengaruh negatif (nilai koefisien
estimasi bernilai negatif -0.177) terhadap TPAK.
Nilai R-Squared menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pengeluaran
pemerintah dan upah minimum regional memberikan kontribusi sebesar 87.3%
terhadap perubahan dari variabel terikat yaitu tingkat pertisipasi angkatan kerja.
Sedangkan sisanya sebesar 12.7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian
ini.
Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan
positif (0,001 > 0,05) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya
koefisien regresinya yaitu sebesar 0,599 menunjukkan bahwa setiap penambahan
pengeluaran pemerintah 1% maka akan meningkatkan tingkat partisipasi
angkatan kerja sebesar 0,6%. Dengan melihat hasil analisis menunjukkan bahwa
hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat partisipasi angkatan
kerja memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan. Hal ini
disebabkan pengeluaran pemerintah di Kota Makassar cenderung berorientasi
pada belanja modal. Sehingga tingginya pengeluaran pemerintah memberikan
dampak yang besar terhadap pembangunan ekonomi di Kota Makassar. Hal ini
berdampak pada meningkatnya angka tingkat partisipasi angkatan kerja.
Upah minimum regional memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan
negatif (0,049 > 0,05) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya
koefisien regresinya yaitu sebesar -0,117 akan menurunkan tingkat partisipasi
angkatan kerja sebesar 0,12%. Dengan melihat hasil analisis menunjukkan bahwa
hubungan antara upah minimum regional terhadap tingkat partisipasi angkatan
kerja memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan. Hal ini
disebabkan oleh beberpa indikator diantaranya berkurangnya jumlah ankatan
kerja pada saat terjadinya peningkatan upah, sepertinya yang terjadi pada tahun
2007 ke  tahun 2008 dimana terjadi peningkatan upah sementara tingkat
partisipasi angkatan kerjanya menurun. Atau dari tahun 2011 ke tahun 2012
dengan upah Rp 1.100.000,00 menjadi Rp. 1.200.000,00 ternyata menurunkan
TPAK dari 62% menjadi 57,94%. Pemberian upah yang tinggi diharapkan
perusahaan dapat lebih meningkatkan produktifitas pekerjanya, sehingga tidak
diperlukan lg penambahan karyawan. Dengan kata lain tidak adanya peningkatan
jumlah angkatan kerja pada waktu atau periode tersebut.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah
dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar.
2. Upah Minimum Regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar.
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